
Yth. 1. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;

2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;

3. Direktur Utama Perum LPPNPI;

4. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara;

5. Para Pimpinan Perusahaan Angkutan Udara Asing; dan

6. Para Pemegang Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga.

SURAT EDARAN 

Nomor …...………….. 

TENTANG 

PENINGKATAN KEWASPADAAN PENERBANGAN (SITUATIONAL AWARENESS) 
TERHADAP KEPATUHAN KETINGGIAN MINIMUM PENERBANGAN DALAM 

KONDISI CUACA YANG MEMBUTUHKAN KAIDAH PENERBANGAN 

INSTRUMENT (INSTRUMENT METEOROLOGICAL CONDITION) 

1. Latar Belakang

Keselamatan penerbangan merupakan prioritas utama dalam setiap

kegiatan operasional penerbangan. Salah satu faktor penting dalam

menjaga tingkat keselamatan tersebut adalah kepatuhan terhadap

ketentuan ketinggian minimum penerbangan khususnya pada saat

operasi penerbangan dilaksanakan dalam kondisi cuaca yang

membutuhkan kaidah penerbangan instrumen (Instrument Meteorological

Condition / IMC).

Dalam kondisi Instrument Meteorological Condition (IMC), keterbatasan

visibilitas dan ketergantungan penuh terhadap instrumen penerbangan

meningkatkan risiko terjadinya Controlled Flight Into Terrain (CFIT) serta

potensi pelanggaran terhadap batas ketinggian minimum yang telah

ditetapkan. Kondisi ini menuntut tingkat kewaspadaan penerbangan

(situational awareness) yang tinggi dari Pilot agar dapat mempertahankan

profil penerbangan yang aman dan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah sebagai panduan operator penerbangan

yang melaksanakan penerbangan dalam kondisi Instrument
Meteorological Condition (IMC) dan pedoman bagi pilot yang terlibat dalam

perencanaan dan pelaksanaan penerbangan serta Penyelenggara
pelayanan navigasi penerbangan dan Penyedia layanan informasi
meteorologi penerbangan. Tujuan Surat edaran ini adalah meningkatkan

kewaspadaan pilot terhadap kepatuhan ketinggian minimum
penerbangan dalam kondisi Instrument Meteorological Condition (IMC) dan

mencegah terjadinya kejadian keselamatan penerbangan, khususnya
risiko Controlled Flight into Terrain (CFIT).
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3. Ruang Lingkup 

Petunjuk pelaksana operator penerbangan yang melaksanakan 

penerbangan dalam kondisi Instrument Meteorological Condition (IMC) dan 

pilot yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan penerbangan 

serta Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan. 

  

4. Dasar Hukum 
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang; 

b. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 81 
Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 94 Tahun 2015 Tentang Peraturan Keselamatan 

Penerbangan Sipil Bagian 91 (Civil Aviation Safety Regulation Part 91) 
Tentang Pengoperasian Pesawat Udara (General Operating And Flight 
Rules); 

c. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 10 
Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 65 Tahun 2017 Tentang Peraturan Keselamatan 
Penerbangan Sipil Bagian 170 (Civil Aviation Safety Regulation Part 
170) Tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Rules); 

d. Safety Circular Nomor. SE 003 Tahun 2018 Tentang Areas of Safety 
Concem for Indonesian Civil Aviation in 2018. 

  

5. Isi Edaran 

Sehubungan dengan pelaksanaan operasi penerbangan dalam kondisi 

instrumen, disampaikan ketentuan sebagai berikut: 

a. Setiap pilot wajib mematuhi ketentuan ketinggian minimum 

penerbangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada 

Minimum Sector Altitude (MSA), Minimum Vector Altitude (MVA), 

Minimum En-route Altitude (MEA), Minimum Obstacle Clearance 

Altitude/Height (MOCA/H), serta ketentuan ketinggian minimum 

lainnya sesuai dengan prosedur penerbangan instrumen yang 

ditetapkan saat menjalankan penerbangan dalam kaidah 

penerbangan instrumen (Instrument Flight Rules); 

b. Setiap pilot harus mempertahankan kewaspadaan penerbangan 

(situational awareness) secara memadai dengan mengandalkan 

instrumen penerbangan serta melaksanakan prosedur dan 

koordinasi pilot sesuai dengan Standard Operating Procedures 

(SOP); 

c. Perencanaan penerbangan wajib dilakukan secara menyeluruh, 

dengan mempertimbangkan kondisi meteorologi, karakteristik 

medan dan rintangan, serta prosedur penerbangan instrumen yang 

berlaku pada jalur penerbangan dan bandar udara yang 

digunakan; 
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d. Dalam rangka menjaga keselamatan penerbangan, respons

terhadap Terrain Awareness and Warning System (TAWS) harus

dilakukan sebagai berikut:

1) Setiap TAWS harus diperlakukan sebagai kondisi darurat yang
memerlukan tindakan segera dan tepat oleh pilot;

2) Pilot wajib segera melakukan respons sesuai prosedur operasi

standar (SOP) dan/atau Flight Crew Operating Manual (FCOM)
yang berlaku untuk jenis pesawat yang dioperasikan;

3) Respons terhadap TAWS harus diprioritaskan dibandingkan

tugas atau instruksi lainnya, kecuali apabila tindakan tersebut
bertentangan dengan keselamatan penerbangan.

4) Dalam hal terjadi TAWS warning, maka:

● Pilot tidak diperkenankan mengabaikan, menunda, atau

menonaktifkan sistem tanpa dasar operasional yang sah
sesuai dengan prosedur yang berlaku;

● koordinasi antar pilot harus dilakukan secara efektif untuk
memastikan tindakan korektif yang tepat.

e. Operator penerbangan wajib memastikan:

1) Tersedianya prosedur dan pedoman operasional terkait

kepatuhan ketinggian minimum penerbangan;

2) Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan kepada pilot mengenai
penerbangan dalam kondisi instrumen;

3) Pengawasan internal terhadap pelaksanaan kepatuhan 

ketinggian minimum penerbangan;

4) Memastikan update terrain database dilakukan sesuai cycle dan
rekomendasi pabrikan serta tidak mengoperasikan pesawat

udara dengan database kedaluwarsa kecuali secara eksplisit
diizinkan oleh AFM/MEL; dan

5) Terbang sesuai capabilities dan spesial otorisasi pesawat (opspec)
yang dimiliki :

● pengisian ATC flight plan disesuaikan dengan Operasional
Flight plan dan special otorisasi yang dimiliki serta ketentuan

operasional penerbangan pada ruang udara yang akan
dilewati.

● Segera memberikan informasi kepada ATC pada saat

mengalami degradasi dalam pemenuhan airspace capability
requirement dan navigation specification capabilities (RVSM,

PBN, ADS-B ).
f. Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, melakukan hal

sebagai berikut:

1) Dalam penggunaan radar dan ADS-B, harus menjamin

tersedianya sistem peringatan dan kewaspadaan (alert and

warning) termasuk di dalamnya conflict alert, conflict prediction,

dan minimum safe altitude warning;

2) Dalam pemberian pelayanan surveillance, setiap instruksi dan

clearance yang diberikan oleh ATC agar memperhatikan batas

ketinggian (Minimum Vector Altitude);
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3) Memastikan dan menjaga kondisi fasilitas komunikasi, navigasi

dan surveillance tetap dalam kondisi prima;

4) Memastikan bahwa informasi cuaca yang disampaikan kepada

Pilot adalah informasi yang terbaru, termasuk perubahan cuaca

signifikan dan informasi lain terkait keselamatan penerbangan;

5) Segera memberikan peringatan (safety alert) apabila

teridentifikasi adanya kondisi ketidaksesuaian yang dapat

menimbulkan risiko keselamatan penerbangan;

6) Memastikan minimum flight altitude pada setiap jalur

penerbangan dan control area sesuai ketentuan dan

dipublikasikan; dan

7) Memastikan prosedur penerbangan instrumen senantiasa

direviu sesuai ketentuan dan divalidasi terhadap kondisi terrain.

g. Penyedia layanan informasi meteorologi penerbangan agar

senantiasa memperbaharui data dan informasi cuaca baik melalui

alat sensor cuaca yang dimiliki maupun berdasarkan laporan dari

pilot (PIREP).

h. Setiap penyimpangan terhadap ketentuan ketinggian minimum

penerbangan dalam kondisi instrumen harus dilaporkan dan

dievaluasi melalui sistem manajemen keselamatan (Safety

Management System/SMS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

i. Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara,

Direktur Navigasi Penerbangan dan Kepala Kantor Otoritas Bandar

Udara melakukan pengawasan atas Surat Edaran ini.

6. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu

dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipatuhi 

sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Pada tanggal :     Januari 2026 

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 

LUKMAN F. LAISA 
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